.

© U BHAYANGKARA

POLIS] DAN WEWENANG PENGGUNAAN KEKERASAN )

Oleh: Sugiarso *}

Di samping sebagal unsur penegak hukum polisi juga merupa-
kan alat negara yang bertugas menjamin keamanan dan keters
tiban masvarakat. Dengan peranan vang demikian ftu, Poilisi
dalam - menjalankan tugas tidek terlepas dari kedudukannya
vang mengandung aspek-aspek kekuasaan, vang jika dihadapkan
pada situasi-situasi serta perkembangan tertentu, dapat memaksa
polisi. maenggunakan salah saiu aspek kekuasaan vaitu Keksrasan.

Apabila dalam judul uralan ind digunakan istilah “wewenang”
memang dimaksudkan bahwa uraian ini akan mengarahkan per-
hatian kepada penggunean kekerasan vang dapat dibenarkan
oleh hukum. Karena dalam pelaksanaan tugas polisi dapat di-
bedakan antara penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan
oleh hukum, dan vang tidak dapat dibenarkan cleh hukum.
Sehagai contoh dari penggunaan kekerasan vang dapat dibenar-
kan oleh hukum adalah membubarkan huru-hara, menangkap pen-
j{anat dan sebagainya. Sedang contch untuk penggunaan kekerasan
vang tidak dibenarkan oleh hukum antara lain kekerasan uniuk
mendapatkan pengakuan tersangka, yang apabila hal ini dilakukan
diancam dengan Pagal 422 KUHP,

Meskipun sifat penggunaan kekerasan itu dapet dibedakan
antara yang dapat dibenarkan oleh hukum maupun vang ber-
tentangan dengan hukum, namun dalam kenyataan kehidupan
bermasyarakat kelerasan sudah diberikan makna yvang negatif,
Dengan kata lain sebenarnya secara umum masyarakat tidak
menyenangi tindakan kekerasan olsh polisi. Kalaupun kekerasan
itu terpaksa dilakukan, pada akhirnya akan mengundang penafsir-
an-penafsiran subyekiif. Qish karena itu periu suatu pemahaman
untuk memperoleh kejelasan tentang penggunaan kekerasan,

* Sugiarso sdaleh Sekvetaris Departernen Hmu-ilmu Alamish pads Pusat Peagembangan
Hau dan Teknolog Kepolisian of BPTIK.
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Dalam mencari kejelasan inl suatu urutan vang akan di-
tempuh adalah pertama-tama hendak diketahui tentang pengerti-
an kekerasan itu, :

' Kemudian uraian berikut akan merangkai dasar keshsahan
penggunaan kekerasan dari berbagal sumber dalam hukum positit.
Pada akhirnya akan dipahami secara sosiologis latar belakang peng-

gunaan kekerasan oleh polisi ini.
Kekerasan

Kekerasan merupakan pengertian vang sulit dirumuskan.
John Gun mengatakan bashwa: ""Violence is emotive word”
Oleh seseorang suatu perbuatan dikatakan kekerasan, mungkin
_oleh orang lain tidak dikatakan demikian. Juga pada suatu waktu -
dissbut . kekerasan, teiapi perbuatan yang sama, pada walctu
vang berbeda dikatakan bukan kekerasan.

Di dalam pasal 89 KUHP hanya disebutkan “yang disamakan
melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau
tidak berdaya lagi.”

Pengertian ini sama dengan pengeriian vang dirumuskan
oleh Colin Shepard sebegai berikut: Those persons whoe hawe
comimitted a criminal act which resulted either death or injury -
70 a fellow human being .

Sedang pengertian penggunaan kekerasan oleh polisi di-
jelaskan dalam Bab {11 lampiran dari /nstruks/ Panglima Anglkatan
Kepolisian No. Pol. 18/Instr/Pangak/1969 tentang penggunaan
pengamanan senjata api sebagai berikus:

Pada lazimnya yang dimaksudkan dengan penggunaan kekerasan
itu lalah:

1. Pakszan dengan susrs keras,
2. Paksaan dengan tenaga/kekuatan jasmani.
3. Paksaan dengan senjata. '

Pengertian ini ada perbedaan dengan pengertian vang di-
rumuskan KUHP maupun Colin Shepard. Pada umumnya KUHS
Pasal 88 dan Colin Shepard yang dilihat adalah akibatnya. Sedang
pengertian menurut Instruksi Pangak tersebut adalah perbuatan-
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nva bukan aksbat yang dutsmbuikannya _

Hai ini memang seharusnya demikian, karena paksaan oleh_,
polisi- tidak dimaksudkan untuk memmbuikan “akibat buruk
;ustru paksaan tersebut dilakukan dalam usaha perlmdungan

“Dari dua pengeman yang ‘berbada tadi, lalu dapat ditarik
kesimpilan bahwa ada kekerasan yang d:!akukan dalam ke;ahat-
an dan ada kekerasan vang dilekukan untuk memaciakan ke-
gahatan Sama bentuknya te@tap; berbeda tu;uannya '

Dasar Hukum Penggunaan Kekerasan Oleh Polisi

Hukum positif memberikan batas-batas dan ukuran mau-
pun penilaian terhadap sah tidaknya suatu tindakan jabatan
" dan -pelaksanaan tugas Kepolisian yang fain. UU No. 13 Tahun
1961 tentang ketentuan-ketentuan pekok Kepolisian MNegara
Ri, dan UU No. 8 Tahun 1981 KUHAR serta peraturan-peraturan
lain yang berhubungan dengan Kepolfisian Negara Ri, adalah
merupakan hukum positif, vang dimaksud di atas.

Tentang penggunaan kekerasan oleh polisi, dalam hukum
positif tidak terdapat pasai-pasal yang tegas memberikan ke-
absahan secara terperinci. Tetapi karena penggunaan kekerasan
ini merupakan bagian dari peiaksanaan tugas kepolisian, maka
keabsahan tidak selalu harus berdasarkan Undang-Undang. Asal-
kan tindakan tersebut tidek bertentangan dengan Undang-Undang
vang syah, dan ditujukan untuk keamanan dan ketertiban umum.
Seperti vang dirumuskan dalam Arrest Hooge Raad tanggal 25
Juni 1892 dan 11 Maret 1914, sebagai berikut:

Rechtmatigheid dari pada tindakan polisi tidak selalu mem-
butuhkan Undang-Undang vang syeh, asal tindakan itu
tidak melanggar sesuatu Undang-Undang vang syzh, dan
bahwa polisi bertindak untuk memelihara ketertiban, ke-
tentraman dan keamanan umum untuk melindungi hak-
hak manusia,

Dalam Pagal 50 KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan
perbuatan  untuk  menjalankan  Undang- Undang, tadak boleh
dihukum”,

Selanjutnya terhadap pasal ini diberikan penjelasan oleh
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Hooge Raad tanggal 26 Juni 1911 sebagai berikut: Untuk men—
jalankan aturan Undang- Undang seorang pegawal negerd dmer—
kenanscan mempergunakan segala alat vang dibsrikan kepadanya
untuk ‘mematahkan perlawanan.

Jada selama penggunaan kekerasan tersebut dilgkukan datam
mngka i:}enegakan hukum, maka. Pasal 50 KUHP ini dapet me-
mpakan dasar keabsahan. _

Dalarn  hal potisi mamiserman perintah  berhent? %’a@add
sessovang, stau perintah untuk bubar kepada kerthutan, polig

dapat mendasarkan tindakannya pada Pasal 218 KKUHP. .

Tentang membubarkan kerumunan pada kecelakesan lalu
lintas polisi dapat melakukan paksaan berdasarkan Lembaran
Negara 1918 No. 125 P&a% i huruf ¢ ke 2 sebagai berfkut: " Jika
_ﬁ&%’fu rmemaksa denaan kekerasan kepada orang-orang supava
memka manurui pes‘m‘iah dan. pemnjuk ~peiunjult yang dsben kan

oleh p{sizss pada wakiunvya mencegah keeelskaan dan mengﬁ%ur
laly fintas di jalan vmum atau di tempat umum.

Dratam hal polist perlu melakukan pembelsan din terhadap
serengan  sekonyong-konyong dan langsung mengancam, maka
polisi dengan mengarbil perbuatan vang seimbang, atau tidak
_melebihi keperluan untuk melawan serangan it Hai ini dimung-
RKinkan cleh rumusan Pasal 49 KUHMP, vang memberikan penge
sustien hukuman fsrbadap perbuatan veng iterpakss dilakukan
vtk mempertahankan dirinya atsu orang laln, kehormatan
atau harta benda dirinya atau orang lain.

- Demikianlsh rangksian dari rumusan barbaga: persturan,
yang dapat memberikan kesbsahan, sskiranva penggunaan ke
kerssan terpakss dilakukan oleh polisi, demi tegeknva hulum
dan ketengsunoen hidup kemasyarakatan.

T W“??%% ’@any@%{ aneka ragem gangouan keamnanan vang o
= {&mm hukum tidak mungkin memberiken shenario
YEAG §a.ag§qgg} terhadap penggunaan kelerasan ind,
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felihat rumusen persturan saja tidak cukup memberikan
pengarlian mengaps suaty perbuatan boleh dilshukan dan meng
ape perbuatan vang o juge dilavang dalam Kesdesn ferientu.

Segity fuge melihet peraturan-peraturan vang membaerikan
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keabsahan -terhadap penggunaan kakerasan oleh: polisi. sala. tidak
cukup Apaiagi gaoissa berkewapban menjunjung tinggi hak. azasi
rakyaz. Untuk mengem ity - hendaknya memahami makna peng-.:
" gunaan kekerasan itu ‘sebagal tingksh laku di. tengah-tengah kem-
seluruhan tingkah laky manusia dalam masyarakat. :

_ Po%ssa adalizh &Eatt negara ;f:;@ﬁ@gak hukum yang. mmmma::
_beﬂ:anggung jawab terhadap keamanaﬂ dalam negeri. Melihat
kedudukan pﬂ&ﬁss vang demikian itu, lalu mengarahkan pernatian
kepada safat negara dan swa’s hukum Karena sebagai alat negars
penagak hukum -a:emmya tadak lepas - dari Shau. negara dan sifat
hukum. _ \

Dilinst dari sifat negara, ﬂeb@ﬂam\;a ‘negara memfp'akaﬂ
asgosiasi vang diberikan kekuasaan untuk memaksa. Di sini polisi
merupakan salah satu badan untuk menvelenggarakan paksaan
itu. Seperti dikatakan Miriam Budiardjo, sebagal herikut:

Agar peraiuran perundang-undangan  ditaad  dan dengan
dernikian penertiban dalam masyarakat tercapai, serts timbul-
nya anarkhi dicegah, maka negara memiliki sifat memaksea
dalam arti mempunyal kekuassan untuk  memakal ke
kerasan fisik secara leasl, sarzna ity adalah polisi, teniars
dsh, :

Dilihat dari sifat hukum, makas hulkom Hu mempunvat
sifat memaksa. Hukum adalah kekerasan seperti vang dikatakan
WMax Weber sgbagai berikut:

Bahwa susiu istanan it disebut sebagal hukum, apabila
fahirnya ia dilamin oleh kemungkinan penggunasn naksaan
oleh suatu badan vang merang bertugas uniuk ttu, guna
mernaksa orang untuk berbuat sssuai dengan hukum, atau
untuk membalas kekerasan.

Oleh karena itu polisi sebagsl perlengkapan darl hukum
juga bertugas uniuk malakukan kekerasan ity

Di sini polisi dihadapgkan pada 2 tuntuian vang tarik me-
narik. DI satu pihak polisi harus terikat hukum, di lain pihak
potisi harus mendisiplinkan masvarakat dengan kekerasan,

Dengan melihat sifat kekerasan yang melekat pada negars
dan hukum maka sebenarnya penggunaan kekerssan oleh polisi
hanyalah merupakan perwujudan konsepsional dari kagiatan-
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kegiatan berstruktur dalam penataan kehidupan bermasvarakat; ™
- Penggunaan kekerasan tidak selamanya dikehendaki oieh -
si petugas polisi akan tetap; juga atas dasar keadaan ke&daan'
yang memancingnya.

Penggunaan Kkekerasan oleh polisi sebagian merupakan
reaksi terhadap perbuatan vang dilakukan oleh warga masyarakat
yang sedang dihadapinya. s

Kiranya yang menjadi persoalan adalah sampai d:mana:

- kekerasan  tadi tidak melampaui batas- batas vang dibenarkan
oleh hukum, atau kekerasan tersebut untul fujuan menjamin

keamanan dan ketertiban masvyarakat.

Penuwp

Demikianlah uraian ini tidak dimaksudkan untuk memacu
pahsg ke dalam penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang.
Tetapi justru diharapkan untuk semakin dipahami bahwa peng-
gunaan kKekerasan bukanlash tujuan. Penggunasn kekerasan di-
lakukan delam rangks pedindungan dan untuk o ada syarat-
syarat yvang membatasi,

Juga tidak bererit pemshamean ini akan semakin menjauhi
kenyataan, bahwse betapapun kecilnya penggunaan kekerasan
adalah merupakan bagian dari pekeriaan polisi.
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